
                         

 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  79  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  

BAGI JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara serta dalam 

rangka terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil 

dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak yang berbasis pada 

kualifikasi, kompetensi dan kinerja, diperlukan Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bagi 

Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976             

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil; 

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar 

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar 

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI 

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN 

ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Demak yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan 

Kecamatan. 

5. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah 

deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 

diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam 

melaksanakan tugas jabatan 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah; 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negera Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 

secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar 

belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 

kecacatan. 



11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis jabatan. 

12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, 

dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit 

organisasi. 

13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, 

etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus 

dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk 

memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 

Jabatan. 

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam 

suatu satuan organisasi pemerintah. 

15. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara 

ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan 

pokok-pokok tugas jabatan. 

16. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas 

semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang 

dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses 

bahan kerja menjadi hasil kerja. 

17. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang 

meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi 

dan level kompetensi serta indikator perilaku. 

18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah: 

a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan 

dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional; 

b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usulan / 

penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

PNS dalam dan dari Jabatan Administrasi dan Jabatan 

Fungsional; dan 

c. sebagai dasar penyusunan program pengembangan 

dan/atau pembinaan karier PNS. 



Pasal 3 

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah: 

a. mewujudkan obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam 

dan dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional; 

b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu 

dibandingkan dengan Standar Kompetensi Jabatan yang 

dipersyaratkan dalam rangka pembinaan; dan 

c. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier 

PNS. 

 

 

BAB III 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN  

 

Pasal 4 

(1) Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bagi 

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional terdiri dari: 

a. SKJ Jabatan Administrator (Sekretaris); 

b. SKJ Jabatan Administrator (Camat); 

c. SKJ Sekretaris Perangkat Daerah; 

d. SKJ Jabatan Administrator (Kepala Bidang); 

e. SKJ Kepala Bidang pada Perangkat Daerah; 

f. SKJ Jabatan Pengawas ; 

g. SKJ Kepala Seksi pada Perangkat Daerah; 

h. SKJ Jabatan Pengawas pada Sekretariat; 

i. SKJ Kepala Subbagian Program Dan Keuangan pada 

Perangkat Daerah; 

j. SKJ Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian pada 

Perangkat Daerah; 

k. SKJ Pelaksana Kelas 7 (Analis...); 

l. SKJ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

m. SKJ Bendahara; 

n. SKJ Pelaksana Kelas 6 (Pengelola...); 

o. SKJ Pengelola Data Statistik; 

p. SKJ Pelaksana Kelas 5 (Pengadministrasi...); 

q. SKJ Pengadministrasi Umum; 

r. SKJ Pengadministrasi Kepegawaian; 

s. SKJ Pelaksana Kelas 3 (Pramu…); 

t. SKJ Pelaksana Kelas 1 (Pramu...); 

u. SKJ Pramu Bakti; 

v. SKJ Fungsional Utama; 

w. Contoh JF Fungsional Utama; 

x. SKJ JF Ahli Madya; 

y. SKJ JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya; 

z. SKJ JF Ahli Muda; 

aa. SKJ JF Mediator Hubungan Industrial  Ahli Muda; 



bb. SKJ JF Ahli Pertama; 

cc. SKJ JF Mediator Hubungan Industrial Pertama; 

dd. SKJ Jabatan Fugsional Penyelia; 

ee. SKJ Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan; 

ff. SKJ Jabatan Fungsional Pelaksana; dan 

gg. SKJ Jabatan Fungsional Pemula. 

(2) Rincian SKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

(1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 berdasarkan pada: 

a. kamus kompetensi teknis; 

b. kamus kompetensi manajerial; dan 

c. kamus kompetensi sosial kultural. 

(2) Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berpedoman pada kamus kompetensi 

teknis yang disusun dan ditetapkan oleh PPK 

Kementerian/Lembaga, PPK Sekretariat Lembaga Negara 

dan PPK Sekretariat Lembaga Nonstruktural sesuai 

dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. 

(3) Standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi 

sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dan huruf c  berpedoman pada standar kompetensi yang 

sudah ditetapkan secara nasional oleh Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

(4) Dalam hal kamus kompetensi teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum disusun dan ditetapkan 

Perangkat Daerah dapat menyusun Standar Kompetensi 

ASN yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan. 

 

Pasal 6 

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam               

Pasal 3 menjadi acuan paling sedikit untuk: 

a. perencanaan aparatur sipil negara; 

b. pengadaan aparatur sipil negara; 

c. pengembangan karier aparatur sipil negara; 

d. pengembangan kompetensi aparatur sipil negara; 

e. penempatan aparatur sipil negara; 

f. promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara; 

g. uji kompetensi aparatur sipil negara; 

h. sistem informasi manajemen aparatur sipil negara; dan 

i. kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil 

negara. 

 

 



Pasal 7 

(1) Perangkat Daerah menyusun Standar Kompetensi Jabatan 

ASN Bagi Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

untuk diusulkan kepada Bupati melalui kepada Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah. 

(2) Terhadap hasil penyusunan yang diusulkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penyusun 

SKJ dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tim SKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

tugas pokok melakukan verifikasi dan validasi SKJ yang 

diusulkan oleh Perangkat Daerah. 

(4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati tentang SKJ ASN pada Perangkat Daerah. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 
Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 29 September 2020 

 

BUPATI DEMAK, 

  
     TTD 
 

HM. NATSIR 
 

 

 
Diundangkan di Demak 

pada tanggal 29 September 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

  
TTD 

 
SINGGIH SETYONO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 80 

NO JABATAN PARAF 
1. SEKDA  
2. ASISTEN I  

3. ASISTEN III  
4. KABAG HUKUM  

5. KABAG ORGANISASI  


